




























































































































































































































































































































































From Object to Function : 

Membangun Makna Pelestarian dalam Warisan Budaya Studi Kasus: Trowulan 

tangible (benda), seperti candi dan bangunan kuno lainnya, yang 
tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pendekatan tersebut 
tercermin dalam undang-undang kolonial bernama Monumenten 
Ordonnantie (MO) Nomor 21 tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 
Nomor 515). Pendekatan ini terwarisi ketika Indonesia merdeka, 
dimana MO 1934 menjadi acuan dalam pembentukan undang­
undang pelestarian warisan budaya, yaitu Undang-Undang No. 
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Bahkan, sebagian 
ahli Undang-Undang tersebut hanyalah MO dalam versi Bahasa 
Indonesia. Dalam arti, tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia dalam merumuskan aturan yang melindungi 
warisan budaya tangible (benda). 

Berbagai persoalan yang muncul dalam program pelestarian 
pemerintah dan tuntutan masyarakat yang lebih menguat, 
mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali Undang­
Undang No. 5 Tahun 1992. Hasil dari berbagai tinjauan dan kajian, 
kemudian menghasilkan aturan pelestarian baru, yaitu Undang­
Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kata 'benda' 
dalam undang-undang yang lama dihapuskan untuk merujuk 
pada suatu konsep yang lebih luas, yang tidak hanya merujuk 
pada benda atau situs, namun sudah memperhatikan kepentingan 
masyarakat seperti konsep kawasan. Penerapan undang-undang 
yang baru di berbagai lokasi eagar budaya, ternyata bukan perkara 
yang mudah. Pemahaman yang telah berkembang sebelumnya, 
masih mempengaruhi pemikiran pemerintah, masyarakat, dan para 
ahli dalam merencanakan program pelestarian. Salah satu warisan 
budaya yang menjadi bagian dari proyek pendekatan baru tersebut 
adalah Trowulan, yaitu kawasan yang kompleks karena letak dan 
potensi konfliknya. 

Trowulan adalah salah satu warisan budaya yang menarik sejak 
masa kolonial hingga sekarang ini. Berbagai bukti yang mengarah 
pada hipotesis bahwa Trowulan adalah bekas Kota Kerajaan 
Majapahit menambah minat bagi berbagai pihak untuk terlibat 
dalam upaya pelestarian Trowulan. Pemerintah (pusat) Indonesia 
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pada tahun 1986, telah membuat masterplan bernama Rencana 
Induk Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan 
dalam rangka mengembangkan Trowulan. Di lapangan, masterplan 
tersebut harus berhadapan dengan masyarakat sekitar yang telah 
lama memanfaatkan Trowulan sebagai ruang pemukiman, sosial, 
budaya, dan ekonomi. Secara langsung, tindakan pelindungan oleh 
pemerintah mendapat hambatan karena dapat mengganggu aktivitas 
masyarakat, dan masih adanya cara pandang kolonial yang masih 
tertanam dalam masterplan tersebut, yaitu tetap mengedepankan 
objek-sentris daripada kepentingan ' fungsi ' Trowulan bagi 
masyarakat. 

Aktivitas masyarakat yang dimaksud, antara lain; penggalian 
lahan untuk area persawahan dan pembuatan bata, pencarian emas, 
pembuatan semen merah dari bata kuno, dan perdagangan ilegal 
benda-benda kuno. Dalam prosesnya, upaya pemerintah dalam 
memugar bangunan dan situs di Trowulan harus berhadapan 
dengan aktivitas masyarakat yang dianggap merusak sisa-sisa bukti 
peninggalan Majapahit. Persoalan tersebut masih berlangsung 
hingga saat ini, bahkan ketika pemerintah dan para ahli tidak lagi 
mengedepankan objek-sentris dan mulai memperhatikan pendekatan 
fungsi kepada masyarakat. 

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang 
memfokuskan perhatian pada kebijakan pelestarian oleh pemerintah 
dan pemahaman yang berkembang di masyarakat terhadap 
keberadaan warisan budaya Trowulan. Tujuan dari mengambil fokus 
perhatian itu adalah untuk menjawab persoalan dalam pelestarian 
Trowulan yang masih berlangsung hingga saat ini. Perhatian 
difokuskan pada penerapan program RIA Bekas Kota Kerajaan 
Majapahit Trowulan dan sikap masyarakat ya ng dinilai kurang 
peduli terhadap Trowulan. Tulisan ini tidak hanya mengungkap 
"mengapa" persoalan terjadi , namun juga mencoba memberikan 
semacam "bagaimana" jalan alternatif lain yang bisa membantu 
pelaksanaan program pelestarian secara lebih efekti f. 
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Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data 
penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode 
pengumpulan data berupa studi literatur, pengamatan, wawancara 
mendalam (depth interview), dan Focus Group Discussion (FGD). 
Studi literatur dengan menelaah berbagai tulisan atau artikel yang 
terkait dengan warisan budaya dan pelestarian Kawasan Trowulan 
membantu dalam menambah wawasan penulis dalam menganalisis 
persoalan warisan budaya. Pengamatan (observasi) dilakukan untuk 
memperoleh data-data penting yang terkait dengan letak geografis, 
demografi, dan kondisi sosial yang faktual di masyarakat. Wawancara 
mendalam (depth interview) dengan beberapa informan, merupakan 
metode pengumpulan data yang paling penting dalam penelitian ini, 
dan untuk mengkroscek hasil dari wawanacara dan pengamatan, 
dilakukan Focus Group Disscusion (FGD), yaitu mengadakan diskusi 
dengan stakeholder di Trowulan. 

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini memiliki tiga tahap, 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan 
penyederhanaan data-data kasar yang berasal dari catatan-catatan di 
lapangan. Penyajian data adalah cara menyusun data hingga diperoleh 
kesimpulan akhir. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti 
secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan ini 
ditangani secara longgar, namun kemudian menjadi lebih rinci dan 
sesuai dengan tujuan awal. 

Warisan, Kesadaran, dan Kontestasi 

Merujuk pada pengertian dari UNESCO, warisan budaya 
merupakan bagian konstituen pengayaan identitas budaya sebagai 
warisan milik seluruh umat manusia. Warisan budaya adalah 
peninggalan berupa artefak dalam bentuk fisik dan tak berwujud 
dari kelompok atau masyarakat yang diwariskan dari generasi 
masa lalu, dipertahankan di masa sekarang dan diberikan untuk 
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kepentingan generasi mendatang.2 Warisan budaya atau juga identik 
dengan tinggalan budaya dapat juga didefinisikan sebagai perangkat­
perangkat simbol kolektif yang diwariskan oleh generasi-generasi 
sebelumnya dari kolektivitas pemilik simbol tersebut. 3 Warisan budaya 
memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengetahuan sejarah, 
ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Di Indonesia, hal yang berhubungan dengan warisan budaya 
diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 
Budaya. Sesuai dengan penamaannya, undang-undang tersebut hanya 
mengatur warisan budaya yang bersifat kebendaan (eagar budaya), 
sedangkan warisan budaya yang tidak berwujud (nonbenda) , hingga 
kini belum memiliki payung hukum yang jelas.4 

Konsep konservasi atau pelestarian, telah dicetuskan lebih dari 
seratus tahun yang lalu, ketika William Morris mendirikan Lembaga 
Pelestarian Bangunan Kuno tahun 1877. Jauh sebelum itu, sekitar 
tahun 1700, Vanburgh seorang arsitek Istana Bleinheim Inggris, 
telah merumuskan konsep pelestarian, namun konsep itu belum 
mempunyai kekuatan hukum. Konservasi itu sendiri berasal dari kata 
conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/ 
save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa 
yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana 
(wise use). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Rosevelt (1902) yang 
merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang 
konsep konservasi. ' 

2 hrtp:!IHww.unesco.orr; (diakses pada ranggal 27 Desember 2012) 

3 Hedi Shri Ahimsa-Putra. 2004. Warisan Budaya dalam ·'Jejak Masa Lalu : Sej uta 
Warisan Budaya", Arwan Tuti Artha. Yogyakarta: Kunei llmu, him . 35. 

4 Dalam Pasal I Undang-Undang No. I I Tahun 20 10 Tentang Cagar Budaya me-
nyatakan bahwa eagar budaya adalah wari san budaya bersifat kebendaan berupa benda eagar 
budaya, bangunan eagar budaya, struktur eaga r budaya, s itus eagar budaya, dan kawasan 
eagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena merni­
liki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan 
melalui proses penetapan . 

5 Siswanto. 2012 . " Menuju Konservasi Karst dan Situs-s itus A rkeolog inya, Kasus 
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Pada awalnya, konsep konservasi hanya terbatas pada pelestarian 
monumen yang lazim disebut preservasi. Konsep tersebut 
diimplementasikan dengan mengembalikan monumen seperti 
keadaan semula. Di Indonesia, pelestarian yang awalnya dimaknai 
sempit menjadi lebih luas setelah keluar Undang-Undang No. 11 
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang tersebut. 
Pelestarian dimaknai sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan 
keberadaan eagar budaya dan nilainya dengan eara melindungi, 
mengembangkan, dan memanfaatkannya.6 Perubahan ini telah 
menyiratkan adanya sebuah konsep "Object to Function". Bahwa 
dengan adanya perubahan paradigma pelestarian eagar budaya, 
diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan 
ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,7 

Perubahan eara pandang yang telah diatur dalam undang­
undang, ternyata belum membawa implikasi besar bagi aspek 
pelestarian warisan budaya di Trowulan. Aktivitas masyarakat yang 
dinilai merusak situs menjadi persoalan besar yang harus dihadapi 
pemerintah hingga saat ini. Masyarakat Trowulan dianggap 
belum memiliki kesadaran warisan (heritage sense). Menilik pada 
masa Orde Baru, rekonstruksi terhadap kejayaan Majapahit telah 
berlangsung seeara luas, bahkan telah masuk ke dalam pelajaran­
pelajaran di sekolah. Internalisasi tersebut, memang telah berhasil 
menumbuhkan kesadaran sejarah (historical awareness) masyarakat 
atas kebesaran Majapahit. Namun, dalam konteks manajemen 
sumber daya arkeologi, kesadaran sejarah ternyata tidak menjamin 
kelestarian tinggalan-tinggalan arkeologis yang terkait dengan 
sejarah tersebut. Kondisi itu yang nampaknya tengah berlangsung 

di Gunung Kidul Yogyakarta" dalam M. Irfan Mahmud dan Zubair Mas'ud (ed.). Warisan 
Sumber Daya Arkeologi dan Pembangunan. Yogyakarta: Balai Arkeologi Jayapura dan 
Penerbit Ombak, hlm. 80. 

6 Bab I Ketentuan Umum Pasal I Undang-Undang No. II tahun 2010 Tentang 
Cagar Budaya. 

7 Pertimbangan poin b, Undang-Undang No. II Tahun 2010 Tentang Cagar Bu-
daya. 
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di Trowulan. Meskipun sebagian besar masyarakat Trowulan 
mengerti tentang sejarah Majapahit, namun mereka tidak memiliki 
'perasaan berwarisan budaya' (heritage sense) terhadap berbagai 
peninggalannya. 8 

David Lowenthal, seorang ahli dalam urusan warisan budaya, 
menyatakan bahwa walaupun berkaitan erat, sejarah (history) 
dan warisan budaya (heritage) sesungguhnya adalah dua hal yang 
berbeda. Sejarah adalah hasil rekonstruksi dari seseorang atau 
sekelompok orang tentang masa lampau, sementara itu, konsep 
warisan budaya adalah hubungan perasaan antara seseorang atau 
sekelompok orang dengan tinggalan masa lampau. Seseorang akan 
menganggap tinggalan masa lampau sebagai warisan budaya jika ia 
memiliki "ikatan batin" dengannya .9 Masyarakat Trowulan dapat 
saja menyadari bahwa lingkungan tempat tinggal mereka termasuk 
tinggalan bersejarah, tetapi pada saat yang sama mereka tidak 
merasakan tinggalan itu sebaga i warisan budaya . 

Pendekatan objek-sentris dalam berbagai program pelestarian 
warisan budaya di Trowulan, melupakan keberadaan masyarakat 
yang belum memiliki (heritage sense). Dua persoalan yang saling 
mempengaruhi itu, menjadikan perubahan konsep pelestarian dari 
object menjadi lebih functio n, belum banyak membawa implikasi 
nyata dan malah menimbulkan kompleksitas. 

8 Daud Ari s Tanud irjo . tt. Wa risan Budaya Majapahit dalam Perspektif Manaje-
men Sumber Daya Arkeologi. (unpublished) 

9 Daud Ari s Tanudirjo. tt. Warisan Budaya Majapahit do/am Perspektif Manaje-
men Sumber Daya Arkeologi. (unpublished), lihat juga Lowenthal , D. 1996. Possessed by 
the Past. the Heritage Crusade and the Spoils of Histor,v. New York : Free Press , him . 247-
250. 
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Kondisi itu inheren dengan apa yang disebut Tolina Loulanski 
sebagai "heritage disonance". Disonansi yang dimaksud adalah 
"the action or process of disputing or arguing". Disonansi adalah hal 
yang intrinsik dan menjadi sebuah bagian yang tak terelakkan dari 
sebuah sistem pelestarian warisan budaya. Disonansi warisan budaya 
mencakup berbagai pertentangan dalam semua dimensi warisan 
budaya, hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, pengelolaan, 
dan dualitas kepentingan anta ra warisan budaya sebagai identitas 
atau komoditas. 10 

Disonansi juga dapat diartikan sebagai sebuah "contes tation", 
karena di dalamnya menyangkut kehadiran berbagai pertentangan. 
Menurut D.H. Olsen dan Dallen ] Timothy, kontestasi terjadi karena 
tiga faktor. Pertama, dimana perbedaan klaim kelompok-kelompok 
sosial berbeda terhadap tempat, peristiwa, dan artefak warisan budaya 
yang sama. Contohnya, satu kelompok warisan budaya mungkin 
digantikan seluruhnya oleh kelompok lain. banyak kasus terjadi, 
masing-masing kelompok mengklaim kebenaran objektif masa lalu. 
Variasi yang kedua pada kontestasi adalah ketika warisan budaya 
diinterpretasi dan digunakan secara berbeda oleh bagian-bagian 
berbeda dalam satu kelompok, misalnya suatu populasi nasional 
atau agama. Adakalanya, sub-sub kelompok dalam kelompok lebih 
besar menginterpretasikan warisan budaya secara berbeda, juga 
menghasilkan kontestasi. Kategori ketiga, terjadi dalam konteks 
masa lalu yang paralel, atau ketika lebih dari satu sejarah terjadi pada 
tempat dan waktu yang sama. 11 

Kontestasi yang tengah berlangsung di Trowulan tentu menjadi 
persoalan yang bukan tidak mungkin dapat diselesaikan. Solusi 
yang perlu dipikirkan adalah bagaimana program pelestarian oleh 

10 Tolina Loulanski. 2006. ' ·Revis ing the Concept for Cu ltura l Heritage : T he Argu­
ment for a Functional Ap proach" dal am In ternat iOnal Journal of Cultural Property 13. him . 
207- 233. 

II Dallen J Timoth y dan Gyan P. Nya upane (ed). 2009. Cultural Heritage and Tour-
ism in the Developing World: A Regional Perspective. London and New York: Routledge, 
him . 42. 
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pemerintah harus konsisten mengedepankan aspirasi masyarakat. 
Pada tingkat masyarakat sendiri, perlu dicari upaya agar kesadaran 
warisan mereka dapat tumbuh sehingga dapat mendukung upaya 
pemerintah. Berikut akan dijelaskan kondisi Trowulan, program 
pelestarian pemerintah, dan aktivitas masyarakat di Trowulan, yang 
menjadi dasar bagi pertimbangan problem solving yang selanjutnya 
ditawarkan pada bagian akhir tulisan ini. 

Trowulan dan Aktivitas Masyarakat 

Trowulan adalah nama desa sekaligus kecamatan di Kabupaten 
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di kawasan ini, banyak ditemukan 
sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Di antara desa-desa yang 
ada, sisa-sisa peninggalan paling banyak dijumpai ada di lima desa, 
yaitu Trowulan, Ternan, Sentonorejo, Bejijong, dan Jati Pasar. Di 
luar itu, ada satu desa bernama Klintirejo di Kecamatan Sooko yang 
juga banyak ditemukan sisa-sisa peninggalanP Dilihat dari jenis 
temuannya, distribusi peninggalan arkeologi di Trowulan tampak 
sebagai berikut: 

No. De sa Peninggalan Arkeologi 

1 Trowulan Kolam Segaran, Candi Menak Jinggo, Makam Putri 
Campa, Kubur Panjang, Pemukiman Nginguk, Kubur 
Panggung 

2 Temon Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu 

3 Sentonorejo Bekas Pemukiman dengan lantai segi 6, Candi Kedaton 
dan sekitarnya, Komplek Makam Troloyo 

4 Bejijong Candi Brahu, Candi Gentong, Siti Hinggil 

5 Jati Pasar Gapura Waringin Lawang 

6 Klintirejo Bhre Kahuripan (Yoni besar dan sisa bangunan di 
sekitarnya) 

Sumber: Depdikbud. 1986. Rencana lnduk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan 
Majapahit Trowulan (dengan modifikasi). 

12 Supratikno Rahardjo dan Hamdi Muluk. 20 II. Pengelo/aan Warisan Budaya di 
Indonesia. Bandung: Lubuk Agung, him. 97. 
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Peninggalan di Trowulan begitu beragam, contohnya adalah yang 
berbentuk candi, seperti Candi Brahu, Candi Tikus; dan berbentuk 
makam, seperti Makam Troloyo, Makam Tujuh, dan lainnya. Saat 
ini, banyak arkeolog menyatakan jika Trowulan adalah satu-satunya 
peninggalan pemukiman kota pada masa Hindu Buddha yang 
ditemukan hingga saat ini. Kawasan Trowulan yang sebelumnya 
diyakini memiliki luas 11 x 9 km 2

, kini telah ditetapkan bahwa 
Trowulan memiliki luas 92,6 km 2

• Luas tersebut ditetapkan dalam SK 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 260/M/2013 tentang 
Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar 
Budaya Peringkat Nasional tertanggal30 Desember 2013. 

Melihat kebelakang, sejak tahun 1950-an, -bahkan terindikasi 
sejak masa kolonial- masyarakat Trowulan telah memanfaatkan 
lahan sebagai bagian dari aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi 
mereka. Pada tahun 1950-1970, sebagian besar petani di Trowulan 
bercocok tanam di lahan kering yang tidak terjangkau saluran 
irigasi. Masyarakat melakukan penggalian lahan untuk sawah 
mereka, karena tanah Trowulan dianggap kurang subur. Namun, 
ketika sektor pertanian mengalami keterpurukan karena harga 
pupuk meningkat, banyak masyarakat yang mencari pekerjaan 
tambahan untuk menopang kebutuhan hidup mereka. Salah satunya 
adalah aktivitas pencarian emas di lahan-lahan yang mereka kuasai. 
Emas tersebut berasal dari peninggalan Kerajaan Majapahit yang 
terpendam di bawah tanah Trowulan. Pada saat itu, banyak sekali 
emas yang berhasil ditemukan oleh masyarakat, dari yang serpihan 
hingga yang masih berbentuk perhiasan. 

Kegiatan pencarian emas berlangsung lama hingga akhirnya 
peninggalan emas dianggap habis karena sudah sulit ditemukan . 
Masyarakat kemudian beralih menjadi pencari bata kuno yang san gat 
banyak ditemukan di Trowulan. Bata tersebut kemudian ditumbuk 
untuk dijadikan semen merah yang dapat digunakan sebagai bahan 
bangunan. Pada tahun 1970-an, ketersediaan bata kuno banyak 
berkurang, sehingga masya rakat beralih menjadi pembuat bata. 
Penggalian tanah kini bukan hanya ditujukan untuk mencari lapisan 
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subur untuk sawah, namun juga untuk bahan dasar pembuatan bata. 

Aktivitas penggalian tersebut, dianggap merusak sisa-sisa 
peninggalan, sebab penggalian tanah tersebut banyak dilakukan di 
sekitar situs. Konstruksi bekas kota Kerajaan Majapahit yang terdiri 
dari batu bata dan tertanam hanya pada kedalaman 1-1,5 meter 
ikut rusak. Benda-benda kuno tersebut ikut terbawa dan tergerus 
selama proses pengambilan tanah berlangsung. Di Trowulan banyak 
berdiri linggan-linggan, yaitu tempat pembuatan bata. Sekitar 4000 
linggan menyebar di seluruh kawasan warisan budaya tersebutY 
Saat ini jumlah linggan jauh berkurang, namun selama didukung 
oleh permintaan pasar atas produk bata Trowulan yang dianggap 
memiliki kualitas cukup baik, linggan akan tetap berdiri. 

Keberadaan warisan budaya di Trowulan memang belum banyak 
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ketika konsep 
pelestarian masih mengacu pada 'object' atau situs, masyarakat bebas 
beraktivitas memanfaatkan sumber daya yang ada di Trowulan, 
walaupun itu dianggap merusak situs. Ketika belakangan ini, konsep 
kawasan digunakan dalam proses pelestarian Trowulan -dengan 
berbagai macam peraturan dan larangan-, masyarakat menganggap 
pemerintah telah membatasi ruang gerak mereka untuk beraktivitas. 
Masyarakat seolah dipaksakan harus menerima beban sejarah, 
bahwa warisan budaya itu penting, bernilai, dan harus dijaga, namun 
mereka tidak mendapatkan kontribusi dari keberadaan warisan 
budaya tersebut. 

Rencana Induk Arkeologi 

Sejalan dengan berlangsungnya aktivitas masyarakat, pemerintah 
-Orde Baru- mulai memperhatikan keberadaan Trowulan. Salah satu 
perhatian itu adalah membuat masterplan bernama Rencana Induk 
Arkeologi (RIA) Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowulan tahun 

13 Sugih Biantoro dan Endang Turmudi . 2012. Kajian Ekonomi Politik Pelestarian 
Tingga/an Majapahit di Kawasan Trowulan. Jakarta: PT. Gading Prima dan Ll PI , hlm. 42. 
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1986. RIA disusun selama tahun 1983 hingga 1985. Sekitar 64 pakar 
arkeologi terlibat dalam penelitian di lapangan dan pengumpulan 
data. Dalam naskah RIA, tercantum bahwa keperluan pembuatan 
masterplan ini didasarkan atas berbagai alasan, salah satunya 
dikarenakan peninggalan purbakala dan situs di Trowulan telah 
mengalami kerusakan hebat, baik yang diakibatkan oleh faktor-faktor 
alam maupun oleh tindakan-tindakan manusia. 

Dijelaskan pula bahwa RIA tidak bersifat arkeologis, tetapi 
mengandung pula wawasan yang luas berkenaan dengan usaha-usaha 
melestarikan, memasyarakatkan, dan memanfaatkan peninggalan 
purbakala untuk kepentingan nasional secara lintas sektoral dan 
berkesinambungan. Selain pemanfaatan bagi sektor pendidikan 
dan penelitian, rencana ini memberi kemungkinan seluas-luasnya 
bagi usaha mengembangkan pariwisata. 14 Tujuan pariwisata, juga 
tersirat dalam kata pengantar RIA Majapahit oleh Direktur Jenderal 
Kebudayaan saat itu. 

" ... Karena keadaan yang rumit, maka pemugaran yang telah 
dilaksanakan serta rencana guna kelanjutan bukan bertujuan 
untuk mengembalikan bentukfisik, tetapi untuk melestarikan 
berbagai jenis peninggalan sejauh masih mungkin dipugar 
serta mengamankannya sebagai tujuan pariwisata . Dengan 
demikian, persyaratan bahwa setiap pemugaran mesti bisa 
difungsikan untuk kepentingan masyarakat umum sekaligus 
terpenuhi. "15 

Selama kajian masterplan ini berlangsung, para peneliti berhadapan 
dengan kenyataan sosial yang memperlihatkan adanya perusakan 
oleh sebagian masyarakat di sekitar lahan penelitian mereka. Seperti 
pernyataan ketua tim, Mundardjito dalam kata pengantarnya di RIA: 

14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 1986. Rencana !nduk Arkeologi, 
Bekas Kola Kerajaan Maj apahil Trowulan. Proyek Pemugaran dan Peme liharaan Pen ing­
galan Sejarah dan Purbakala, Jakarta , hi m. 2. 

15 Pengantar Di rektur Jenderal Kebudayaan . Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan. 1986. Rencana Induk Arkeologi, Bekas Kola Kerajaan Majapahil Trowulan . Proyek 
Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggal an Sejarah dan Purbakala, Jaka rta . 
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"Pengumpulan data di /apangan beserta pengkajiannya telah 
dilakukan anggota tim dengan penuh kewaspadaan dalam 
suasana yang sering kali meresahkan, karena bersamaan 
dengan studi itu, di 'lrowulan berlangsung pula proses 
perusakan situs dan bangunan purbakala o/eh sebagian 
penduduk yang sedang bergelut mengatasi pemenuhan 
kebutuhan hidupnya."16 

Proses pemugaran dalam RIA berpokok pada sistem sel, yaitu 
melakukan pemilihan wilayah-wilayah tertentu yang dianggap penting 
untuk dikelola. Sel tidak lain merupakan bangunan-bangunan kuno 
beserta situs lingkungannya, yang telah dipertimbangkan dianggap 
potensial untuk segera dikembangkan. Sel-sel pengembangan yang 
letaknya berdekatan harus pula diberi kemungkinan seluasnya untuk 
dikelompokkan dan dikembangkan secara terpadu di dalam satu 
satuan ruang pengelolaan yang lebih besarY Pada akhirnya, RIA 
memang mampu melakukan pemugaran bangunan-bangunan kuno 
di Trowulan, dan mengelompokkannya ke dalam tujuh sektor, sebagai 
berikut: 

No. Nama Sektor Nama Situs Jumlah 

1 WilayahA Kolam Segaran, Candi Minak Jinggo, Makam 4 

Putri Campa, dan Kubur Panjang 

2 Wilayah B Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu 2 

3 Wilayah C Pemukiman Sentonorejo, Pemukiman 5 
Nglinguk, Candi Kedaton, makam Troloyo, 

Kubur Panggung 

4 Wilayah D Candi Brahu dan Candi Gentong 2 

5 Wilayah E Gapura Waringin Lawang 1 

6 Wilayah F Candi Siti Hinggil 1 

16 Pengantar Ketua Tim. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. Rencana 
lnduk Arkeologi. Bekas Kota Kerajaan Majapahit Trowu/an. Proyek Pemugaran dan Peme­
liharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala , Jakarta. 

17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. Rencana Jnduk Arkeologi, 
Bekas Kola Kerajaan Majapahit Trowulan, him, 28. 
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No. Nama Sektor Nama Situs Jumlah 

7 Wilayah G Candi Bhre Kahuripan dan sekitarnya 1 

Sumber: Depdikbud. 1986. Rencana Jnduk Arkeologi Bekas Kola Kerajaan 

Majapahit Trowulan (dengan modifikasi). 

Namun, pelindungan terhadap wilayah-wilayah tersebut tidak 
berjalan secara efektif, karena masyarakat tetap melakukan aktivitas 
ekonomi mereka di sekitar situs. 18 Program pemerintah ini nampaknya 
melepaskan fakta bahwa Trowulan terdiri dari berbagai situs yang 
menyebar di antara lahan-lahan dan pemukiman penduduk. Setiap 
sel memang terlihat rapi dan terawat, namun di sekitarnya tetap 
berlangsung pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang sebagian 
besar telah memberikan andil dalam perusakan sisa-sisa peninggalan 
Majapahit. 

Persoalan pembebasan lahan masyarakat dan batas kawasan 
seharusnya menjadi prioritas program. Pandangan yang masih 
berorientasi pada 'object' atau situs pada saat itu, membawa dampak 
besar bagi arah pelestarian warisan budaya di Trowulan ke depannya. 
Ketika kini pemerintah mulai menyadari pentingnya sebuah arti 
penting kawasan dan masyarakatnya, berbagai sisa peninggalan 
Majapahit telah tergerus dan sebagian telah menjadi komoditas 
perdagangan barang antik. 

Kontestasi Trowulan 

Larangan dan peraturan pemerintah yang dianggap terlalu 
membatasi aktivitas masyarakat merupakan sebuah sikap dari 
akumulasi konsekuensi cara pandang pemerintah terhadap konsep 
pelestarian yang berorientasi pada 'object'. Walaupun pemerintah 

18 Pemerintah hanya membebaskan lahan di te mpa t be rdir inya situs dan sed iki t 
lahan d i sekita rn ya. Jangkauan yang lebih luas , masyara kat masih me lak ukan akt ivitas 
ekonomi sepert i pengga lian lahan yang mengandung banya k sisa-sisa pen inggalan sejarah. 
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sudah mulai menyadari kekeliruan cara pandang tersebut, cara 
pandang masyarakat yang selalu dikorbankan telah tertanam, 
sehingga mereka nampak tidak peduli dengan Trowulan dengan 
tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. 

Konsekuensi selanjutnya, pada program-program baru setelah 
RIA yang dianggap mulai melibatkan masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dalam pelestarian Trowulan juga tidak berjalan 
efektif. Misalnya proyek pembebasan lahan masyarakat yang di 
dalamnya terdapat bangunan kuno atau situs. Terbentur dengan 
keterbatasan anggaran, proyek ini sulit dilakukan secara lebih 
luas, karena masyarakat telah mengantisipasi kebijakan semacam 
ini. Biasanya, masyarakat akan menaikkan harga tanah ketika 
memperoleh informasi akan ada pembebasan lahan dari pemerintah. 
Sebagian masyarakat sendiri sebetulnya mau untuk dialokasikan 
asal kompensasi harga yang diberikan pemerintah sesuai dengan 
nilai tanah mereka. Namun, sebagian yang lain tetap menolak 
karena potensi sumber daya di Trowulan sudah dapat memberikan 
kesejahteraan bagi mereka. 

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan 
kompensasi bagi masyarakat yang menyerahkan benda-benda kuno 
yang mereka temukan ketika menggali lahan. Pada awalnya, cara ini 
cukup efektif karena banyak dari masyarakat yang lebih memilih 
untuk menyerahkan hasil temuan kepada Balai Pelestarian Cagar 
Budaya (BPCB) Trowulan yang merupakan perwakilan pemerintah 
pusat. Bahkan, mereka tidak melanjutkan kern bali penggalian karena 
lahannya mengandung peninggalan kuno. Mereka lebih memilih 
untuk membeli tanah dari luar Trowulan untuk bahan baku batanya. 
Namun dalam perkembangannya, hanya segelintir masyarakat saja 
yang masih memilih cara tersebut, karena sebagian memilih untuk 
merawat sendiri temuan atau menjualnya kepada kolektor benda 
antik. 

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perdagangan benda-benda 
kuno di Trowulan memang benar adanya. Bisnis tersebut menjadi 
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daya tarik bagi masyarakat karena hasil keuntungan yang besar. 
Di Trowulan terdapat beberapa pengepul yang bertugas menjadi 
penadah benda-benda kuno temuan masyarakat. Benda-benda 
kuno ini kemudian dipasarkan ke luar Trowulan, bahkan hingga ke 
Mancanegara. Mereka bekerja secara rapi dan sistematis sehingga 
sulit terlacak oleh pihak pemerintah dan kepolisian . 

Faktor utama kontestasi di Trowulan berlangsung karena 
konsep pelestarian yang lebih mengedepankan ' function" terlambat 
dijalankan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat seolah-olah sudah 
tidak percaya lagi dengan program-program pelestarian yang dibuat 
oleh pemerintah. Selain itu, ' heritage sense' masyarakat belum 
terbentuk, merupakan konsekuensi dari tidak banyaknya program 
sosialisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Kurangnya kesadaran 
her-heritage dapat juga disebabkan masyarakat Trowulan bukanlah 
masyarakat keturunan asli Majapahit, mereka semua adalah 
pendatang. Secara psikologi, faktor ini akan mempengaruhi besar 
kecilnya 'heritage sense' mereka terhadap berbagai peninggalan di 
Trow ulan. 

Institusi pendidikan di Trowulan dan sekitarnya, belum 
banyak memanfaatkan warisan budaya di Trowulan sebagai bahan 
pembelajaran. Kalaupun ada, sifatnya masih 'historical thinking 
skill' sehingga belum menjadi cara terbaik untuk membangun 
'heritage sense' masyarakat terutama generasi muda. Kembali lagi 
bahwa pengetahuan terhadap Majapahit telah dimiliki oleh sebagian 
masyarakat Trowulan, namun kesadaran 'heritage' terhadap 
peninggalannya belum terbangun secara baik. Untuk itu, dianggap 
perlu untuk membuat semacam pedoman internalisasi warisan 
budaya dari skala bawah (masyarakat), misalnya melalui 'heritage 
education '. Pedoman tersebut dapat mengambil bagian dalam 
konteks mensinkronisasikan dengan program-program pelestarian 
dari skala atas (pemerintah). 

18 1 



From Object to Function : 

Membangun Makna Pelestarian dalam Warisan Budaya Studi Kasus: Trowulan 

Heritage Education 

Pemahaman terhadap makna pelestarian dapat melalui 
proses pendidikan, dengan memperkenalkan pendidikan warisan 
(heritage education). Di Belanda, 83% sekolah dasar dan 91% 
sekolah menengah menyediakan bagian dari kurikulumnya untuk 
pendidikan 'heritage'.19 Di negara tersebut, menunjukkan bahwa 
siswa secara teratur mengunjungi sejarah museum dan monumen 
dan -skala yang lebih kecil-, arsip dan situs arkeologi, sambil 
mengeksplorasi lingkungan budaya dan sejarah mereka. Guru 
menggunakan artefak fisik, cerita dan legenda di dalam kelas. Di 
banyak negara, siswa diajak berkunjung ke museum dan menjelajahi 
jejak masa lalu di lingkungan mereka. Beberapa guru membawa 
benda-benda pusaka ke kelas untuk membangkitkan rasa ingin tahu 
siswa, menggambarkan narasi sejarah tertentu, atau melibatkan 
siswa dalam penyelidikan sejarah. Kegiatan-kegiatan tersebut dekat 
dengan apa yang dinamakan sebagai 'heritage education'. 

Meskipun kita dapat dengan mudah memberikan contoh 
'heritage education', namun sulit untuk memberikan suatu definisi 
yang jelas. 'Heritage education', bukan merupakan sebuah konsep 
yang berasal dari satu disiplin ilmu. 'Heritage education' adalah 
gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda seperti sejarah, 
seni, antropologi budaya dan geografi budaya. Hibriditas ini dapat 
juga dapat dilihat dalam praktek 'heritage education', yang tidak 
hanya memberikan kontribusi untuk kurikulum sejarah, tetapi juga 
untuk geografi, pendidikan seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
pengembangan keterampilan. Istilah 'heritage education' mengacu 
secara luas berbagai kegiatan pendidikan dan penggunaan warisan 
benda dan tak benda dalam lingkungan pendidikan. 

Untuk mendorong anak-anak berpartisipasi dalam seni dan 
budaya, pada 1990-an Pemerintah Belanda memutuskan bahwa 

19 Carla van Boxtel, Stephan Kleinm and Ellen Snoep (ed). Heritage education: 
Challenges in dealing with the past. 2011. Netherland: The Center for Historical Culture at 
Erasmus University Rotterdam and Erfgoed Nederland, him . 6. 
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'heritage education' harus menjadi bagian dari domain yang 
lebih luas dari bidang ilmu seni dan pendidikan budaya; meliputi 
seni, media dan 'heritage education '. Pemerintah mendorong 
lembaga-lembaga budaya dan sekolah untuk berkolaborasi pada 
pengembangan sumber daya pendidikan dan kegiatan yang akan 
memperkenalkan 'heritage education' dalam kurikulum sekolah. 
Beberapa ahli berpendapat bahwa 'heritage education ', sebagai pusat 
dalam pendekatan pembelajaran kewarganegaraan yang demokratis 
dan identitas, yang menggunakan kerangka teoritis yang berasal dari 
sejarah. Namun, tidak menyiratkan bahwa 'heritage education' tidak 
dapat berkontribusi untuk mata pelajaran lain a tau keterampilan. 

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa 'history' 
dan 'heritage' memang dilihat sebagai sesuatu yang berbeda, dan 
itu juga sesuai dengan konteks dalam aspek pendidikan. Perbedaan 
antara 'history teaching' dan 'heritage education: antara lain: 

1. Kelas sejarah mengajarkan masa lalu sebagai proses abstrak 
sebab dan akibat, sedangkan 'heritage education ', mengajarkan 
masa lalu sebagai tempat penyimpanan cerita manusia; 

2. Kelas sejarah menggunakan buku teks, sedangkan 'heritage 
education' menggunakan data material dan imaterial dari masa 
lalu; 

3. Kelas sejarah mendorong perluasan pengetahuan dan rasional 
argumentasi, sedangkan 'heritage education ', mendorong 
pengalaman masa lalu dan pengembangan identitas. 

Namun, perbedaan tersebut bukan berarti tidak bisa diintegrasikan, 
bahkan kedua bidang ilmu itu dapat melengkapi satu sama lain. 

"If ... conditions are optimal, then heritage education may 
enhance historical thinking . .. In short, heritage education can 
challenge students to make their own informed assessments 
of the dialectics of past and present ... " (Grever et al2012: 886, 
887]2° 

20 Dicuplik dari Peter Seixas. Are herilage educalion and crilica/ hisfOI·icallhink­
ing compal ibfe? Notes from Canada. International Confe rence Tangible Pasts? Questioning 
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Membangun sebuah 'heritage sense' di masyarakat, terutama 
generasi muda dapat dilakukan melalui pendidikan. Perlu menjadi 
pertimbangan bahwa model pembelajaran sejarah yang saat ini 
telah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah, termasuk kunjungan 
sejarah, belum tentu mengacu apa yang kita pahami sebagai konsep 
'heritage education'. Pendekatan ini bukan hanya untuk memberikan 
pengetahuan pada siswa, namun lebih pada membangun identitas 
melalui kesadaran warisan. 

Penutup: Tantangan 'Heritage Education' di Trowulan 

"Object to Function", telah menggambarkan sebuah paradigma 
pelestarian warisan budaya di Trowulan. Implikasi dari paradigma 
tersebut telah ikut mengambil bagian penting dalam membentuk 
pemahaman masyarakat terhadap keberadaan warisan budaya. 
Pendekatan 'object' 'telah melupakan kemanfaatan warisan budaya 
dan keberadaan masyarakat. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah 
tingkat 'heritage sense' yang belum dimiliki oleh sebagian besar 
masyarakat Trowulan. 

Belum banyak upaya pemerintah untuk mensosialisaskan 
keberadaan warisan budaya kepada masyarakat. Sejalan dengan, 
peran lembaga pendidikan yang belum difungsikan secara optimal 
untuk membantu upaya internalisasi pemahaman warisan budaya 
terutama kepada generasi muda. Melalui 'heritage education' 
diharapkan membantu keberhasilan upaya tersebut. Salah satu cara 
menjalankan pendekatan tersebut adalah melalui kurikulum muatan 
lokal. 

" .... kalau dimasukkan dalam kurikulum akan tumpang tindih, 
... akan menjadi kompleks, .. . pemerintah perlu melatih guru-

1121 guru ... 

Heritage Education Rotterdam, June 6-7 2013. 

21 Hasil diskusi "kebijakan pelestarian warisan budaya di Trowulan melalui 
heritage Education" di Kantor Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata pada 
tanggal 23 Desember 2013. 
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Begitulah kira-kira pernyataan salah satu pejabat pendidikan di 
tingkat Kabupaten Mojokerto saat mengomentari tentang muatan 
lokal berbasis warisan budaya, pada sesi diskusi bersama stakeholder 
pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kota Mojokerto. Lebih 
lanjut ia menambahkan: 

" ... akan dituntut menyusun kompetensi dasa r, silabus, saya 
sangat setuju apabila itu dimasukkan dalam ekstrakurikuler 
yang dikawal dengan substansi berbeda ... " 

Kondisi ini menggambarkan, bahwa memasukan sebuah konsep 
"heritage education" ke dalam kurikulum bukanlah persoalan yang 
mudah. Kebijakan muatan lokal di Kabupaten Mojokerto yang telah 
berjalan selama ini, meliputi bahasa daerah untuk tingkat SD dan 
SMP, dan Percakapan Bahasa Inggris, Pariwisata, dan Industri pada 
tingkat SMP. Model 'heritage education ' bukanlah upaya yang dapat 
dijalankan dalam waktu yang relatif singkat dan ini adalah salah 
satu alternatif yang belum tentu efektif. Namun, setidaknya upaya­
upaya membangun kesadaran di lapisan masyarakat Trowulan dan 
kalangan pemerintah sendiri, harus terus berlangsung walaupun 
dengan bentuk dan cara yang berbeda. 
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